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BABI 
, 

PENDAHULUAN 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah telah 

diber1akukan secara efektif sejak tanggal I Janumi 2001. Pe1aksanaan Otonomi 

Daerah secara menyeluruh belum terlaksana sebagaimana tersebut pada Pasal 11 

U ndang-U ndang Nomor 22 Tahun 1999. Den1ikian juga dengan sum bet keuangan 

Dacrall, l)acrah yang discbut dalarn Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Pernerintah Pusat dengan Daerah. Setiap tahun 

Pcrnerintah Pusat senantiasa memberi bantuan kepada Pemerintah Daerah dengan 

alokasi dana yang tercantum clalarn DAU clan DAK, namun bila clibandingkan 

dengan tingkat kebutuhan Daerah untuk mernbiayai penyelenggaraan 

pernerintahan clan pembangunan, dana dimaksucl belum mencnkupi dan bahkan 

ada daerah yang untuk membiayai pegawainyapun tidak terpenuhi . 

Hubungan keuangan Pusat clan Daerah terjacli karena aclanya pembagian 

tanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan dalam hal-bal tertentu cmtara 

Pus<l t dan Daerah yang pembagian kewenangan itu telah diatur dalam Undang­

unJa11g No111m 22 rah1111 I 999 pasal 7 da11 I I scrta PP No. 25 Tahun 2000 tenlang 

Keuangan Pcmcrintah Pusal clan Pcmcrintah Propinsi . Untuk mernbiayai kegiatan­

kegiata n tertentu yang dibutuhkan oleh Daerah yang masuk ke dalarn Pelaksana 

R1;mah Tangga Daerah harus dibiaya i dari sumber pendapatan Daerah. lJntuk itu 

diperlukan sumber-sumber keuangan Daerah clan harus ditentukan yang rnana 

sumber-sumber keuangan daerah, mana yang menj:idi hak Pemerintah Pusat dan 

yang mana pula sumber keuangan Pemerintah Daerah yang clapat cligali dan 

ditentukan oleh Daerah. 
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Disamping itu ditentukan pula bentuk-bentuk keuangan Daerah yang mana 

merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan yang mana mempakan 

tanggungjawab Daerah. 

Hubungan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah berkaitan dengan 

pernbagian kekuasaan clalam pernerintahan antara Pu.sat dan Daerah dalarn hal 

mengambil keputusn mengenai anggaran, bagaimana memperolehnya dan 

bagairnana menggunakannya yang da:lam kaitan ini tentu tertuang da:lam 

anggaran, sebagaimana dikatakan olch Kenneth Davey : 

" . . . . . . . Central-Local relations are concerned with the distribution of 

power within government. The 1ight to decide on the raising and use of 

public money is critical to the exercise of power" (Kenneth Davey, 1989 : 

179) 

Sebagai tolok ukur bagi penentuan kapasitas dalam penyelenggaraan 

tugas-tugas otonomi di Daera:l1 dinyatakan oleh . Sumitro Maskurn " ..... 

kemampua11 keuangan dan kemampuan aparatur daerah .... " (Sumitro Maskum, 

1995 :7) . 

Dari semua itu dapat dikatakan kebutuhan akan dana bagi Pemerintah 

Daerah semakin rneningkat, sedangkan Slrmber penerimaan dari sektor pajak 

daerah clan retribusi daerah tidak dapat mengimbangi perkembangan kebutuhan 

daerah , sehingga peran PAD semakin kecil , meskipun angka mutlaknya semakin 

besar jumialmya, hal ini disebabkan karena sumber penerimaan pajak daerah dan 

retlibusi daerah sernakin sulit i.mtuk digali lebih menda:lam. 

Keberhasilan dalam pcmungutan diukur dari hasil penerimaannya apakah 

te1ah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada (Taxable Capacity). Untuk 

mencapai keberhasilan tersebut ditentukan oleh empat faktor pencntu kunci sukses 

tersebut adalah : 
2 
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" I. Sistern peqrnjakan bail< yang menyangkut perangkat tmdang-undang 
dan peraturan rnaupun aparat pelaksananya; 

2. Sistern penunjang, misalnya sistem pembukuan, akuntansi dan 
profesionalisrne: 

3. Faktor-faktor ekstern yang berupa faktor ekonomi, sosial budaya dan 
politik; 

4. Masyarakat, k.hususnya Wajib Pajak, te1masuk didalamnya adalah 
sistem informasi dalam ai1i seluas-luasnya, tingkat kesadaran dan 
kepatuban (Salamun AT 1988:XXI)". 

Perundang-undangan pajak harus rnemuat materi yang rnengandung 

kcadi!an, tegas dan jclas scrta pasti sehagaimana dimaksud dengan prinsip 

kepastian (certainty). Untuk itulah befmacam-macam jenis pajak Daerah sebagai 

basil pelimpahan tersebut perlu ditata kembali dan di5ederhanakan yang dapat 

menghilang.kan kesan tumpang tindih sehingga tidak rnenciptakan kesan mornok 

bagi masyarakat dalam hal memandang perundang-undangan pajak. Kegiatan 

yang clisebut terakhir aclalah pembaharuan pajak khusus untuk pajak-pajak yang 

tennasuk Pajak Daerah, atau dikenal dnegan 'J'ax l?ef'orm. 

Ketetapan tentang batas minimum penghasilan bebas pajak berclasarkan 

tingkat biaya hidup, yang oleh UU Pajak Penghasilan disebut Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP) disesuaikan kondisi masyarakat di daerah itu sendi1i, 

sehingga scsuai dengan prinsip ketiga clari four Canonsnya Adam Smith, yaitu 

"Pajak jangan sarnpai terlalu rnenekan si Wajib Pajak". (Soeparrnoko, 1992:97). 

Tcntang pentingnya pembaruan perpajakan Daerah, Pengamatan Nick 

Devas clalam bnhmya yang be1judul keuanga.n Pemerintah Daerah di Indonesia 

menyimpulkan ada11ya 3 (tiga) tujuan pokok yang akan dicapai sebagai hasil 

pembaharuan perpajakan. Ketiga tujuan pokok ~ersebut adalah : 

3 
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a. Menciptakan undang-undang perpajakan yang sederhana, sehingga dapat 

menghilangkan ekonomi biaya tinggi yang selama ini melekatkan pada sistem 

pajak Daerah yang dikenal dengan deadweight burden; 

b. Meningkatkan penerirnaan Daerah dari sektor Pajak Daerah, sehingga tidak 

sangat tergantung dari bantuan Pemerintah t>nsat; 

c. Memberi kesernpatan kepada Daernh melakukan ekstensifikasi dan 

intensifikasi setelah obyek pajak Daerah diperln{l.S dengan pelimpahan Pajak 

Negara m~njadi Pajak Daerab. 

Pajak Pengi\1asilan dalarn pengenaannya terbatas pada penghasilan yang 

diperoleh dalam tahun itu. Dalarn ha! ptnghasilan disimpan sebagai kekayaan, 

baik berupa uang maupun barang tidak lagi dikenakan pajak, sehingga antara 

orang kaya clan mi skin sarna-sarna ticla.k dikenakan pajak. 

Dalam rangka menerapkan perpajakan yang adil sesuai tingkat daya 

pikulnya , terhadap di atas kekaym111 Rp l milyar misalnya dikenakan Pajak 

Kekayaan, sehingga antara orang yang rnempunyai kekayaan di atas Rp I milyar 

clan belum mencapai kekayaan tersebut dibedakan dengan pengenaan Pajak 

Kekayaan. 

Kaitannya dengan tanah dan banguna.11 merdpakan obyek PBB, dengan 

batas kekayaan yang dikenakan pajak aclalah di atas Rp. I rnilyar, bukan benuti 

te1jadi pajak berganda melainkan pengenaan pajak dengan tarif progresif bagi 

pemilik kekayaan berupa tanah clan bangnnan. Penerapan tarif progresif melalui 

Pajak Kekayaan. 

Dengan perangkat peraturai1 perundang-undangan pajak yang 

me11cen11inkan keadilan, yang dilaksanakan oleh aparatur pe111ajakan dengan baik 

melalui pelayanan yang mengesankan, yang ditunjang dengan pe1tumbuhan 

ekonorni dan politik yang kondusif serta partisipasi masyarakat wajib pajak yang 

professional dalam penyelenggaraan pembukuan atau akuntasi, akan diperoleh 
4 

ba sil pemungutm1 pajak yang sesuai dengan potensi Daerah yang bersangkutan, 
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sekaligus mensukseskan otonomi Daerah. 

Bercl<1sarkan urai<1n-uraian yang penulis kemukakan di atas, dalam te~is ini 

penuhs menetapkan sebagai variabel te1ikat adalah penerimaan Pajak Daerah yang 

tingka t penerirnaannya dipengaruhi oleh ekstensifikasi dan intensifikasi 

pemungut<m pajak Daerah sebagai variabel bebasnya. 

Adapun indikator dari masing-rnasing variabel adalah : 

a. Untuk keberhasilan dari usaha ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah 

dilakukan perluasan subyek pajak dan obyek pajak melalui : 

I) pelimpahan sebagian jenis-jenis pajak negara dengan memperhatikan 5 

butir persyaratan tolok ukur pajak yang baik sebagairnana dikemuka:kan 

Adam ~mith dan dikutip oleh Nick Devas; 

2) bagi basil penenmaan dari sebagian pajak negara dengan 

memperhatikan biaya operasionalnya yang dilakukan oleh pemerintah 

pusc:t ; 

3) 111enghidupkan kembali jenis pajak negara yang dihapus dan selama ini 

tidak akfrf. 

4) Melakukan pcmbaharuan Pajak Daerah (Tax Reform). 

5) Pemberian wewemmg dalam pengambilan keputnsan dalam kebijakan 

perpajakan di Daerah dan bidang pengawasannya. 

b. Keberhasilan dari usaha intensifikasi pemnngutan pajak Daerah dipengaruhi 

oleh: 

1) ketentuan materiil pernndang-undangan pajak daerah temiasuk sistem 

pernungutannya; 

2) tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak; 

3) tingkat dedikasi aparatur 
5 
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profesionalisme aparatur pajak; 

4) pertumbuhan ekonomi. 

c. Sebagai tolok ukur atas keberhasilan adalah tingkat penerimaan pajak daerah 

dibandingkan dengan Total Pendapatan Rutin Daerah, semaki:n baik sehingga 

terlepas atau sekurang-kurangnya mengurangi bantuan Pemerintah Pusat 

kepada Daerah dan tingkat pinjaman Daerah. 

Suatu sistem dapat dijelaskan dengan sederhana sebagai suatu kelompok 

elemen-el.emen yang terintegrasi dan saling berinteraksi dengan maksud yang 

sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga elemen-elemen yang 

saling berintegrasi dan berinteraksi tersebut ada.lah : input, proses trnnsforn1asi 

dan output. Secara sederahana konsep siste1r dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

(Gaspersz, 1998). 
LlNGKUNGAN 

I INPUT:~ OUTPUT: 
l • Bahan 

• Manusilr PROSES (Barang dan/ 
a atau Jasa) TRANSFORMASI • Teknol 

I ogi 

I • Manaje 

l j 
11 

rial I 
l=n1~ 

! 

' 
Umpan balik untuk 
pengendalian input, 
proses dan output 

Gambar . Elernen-Elemen Sistem 
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"'1 _;;:;--.... •. ' "" 
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~ ~ .. .,: ' 'i .,.·· ~ 

S istem pelayanan jasa terdiri daii unsur-unsur fisik dat1 tenaga kerja yari'g 

digunakan untuk mempro~uksi jasa tersebut. Pada umnmnya J"'ii\;1,i~~h;~~ifii~;;~tlt 
_,~, .... }'_~_~.,...., l. \:. 

1111 mcrupakan bagian yang perlu dipertimbangkan dalam siste1.tf<i>.~1~y-anai~f~sa 
.... ,~ 1\1 ~--""'--·-.r 

(Seil rocdcr. I 989 ). 

I. Teknologi , meliputi derajat otomatisasi, peralatan yang digunakan derajat 

intes•nisi ve11ikal. 

2. Aliran proses, yaitu urutan kejadian yang digunakan untuk memproduksijasa. 

3. Tipe proses, rnenyangkut jumlah kontak yang terlibat (tinggi atau rendah), 

derajat pelayanan dan integrasi. 

4. Lokasi clan ukuran , berkaitan dcngan tempat dimana proses jasa dilokasikan, 

ukuran setiap te:mpat jasa tersebut dilaksanakan. 

5. Tenaga kerja, menyangkut tingkat keterampilan tenaga kei:ja yang diperlukan, 

jenis organisasi yai1g dibutuhkan, sistem imbalan, dan derajat partisipasi dari 

setiap individu yang terlibal. 

Kelima unsur tersebut harus saling te1integrasi dengan baik sehingga tercipta 

suatu sistem pelayanan yang baik. 

Untuk memperbaiki suatu sistem pelayanan pada industri jasa dan 

manufaktur adalah dengan membuat lrngan alirnya. lde dcisar dciri pembuatan 

bagan alir .adalah menentukan setiap langkah dan menggambarkan seluruh tahap 

proses dan hubungannya. Dengan adanya bagan alir maka akan lebih mudah 

dilakukan analisis untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan sehingga dapat 

mernuaskan konsumen/pelanggan. 

Dengan adanya bagan alir maku manfaat yang didapat adalah (Schroeder, 

1989): 

7 
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I. Untuk mernpelajari tata letak clan kapasitas dari fasilitas untuk kepuasan 

pelanggan atau efisiensi. Sebagai contoh, berapa lama pelanggan harus 

mcnunggu proses penelitian berkas dan/atau proses penetapan besarnya pajak 

ya ng hams dibayar ? Dapatkah proses disederhanakan jika ternyata waktu 

tunggu terlalu lama ? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan 

penelitian berkas ? Dapatkah susunan atau tata letak loket diperbaiki ? 

2. Untuk rnemeriksa i11forn1asi yang dipcrlukan pada setiap tahap dan 

pcrnroses<111 infornrnsi yang digunak<ln. Dapatkah beberapa infomiasi yang 

tidak penting dihilangkan ? Apakah tingkat otomatisasi pemrosesan infonnasi 

yang digunakan telah sesuai ? 

3. Sebagai alat untuk melakukan analisis tentang penggunaan karyawan dalam 

proses. Apakah pemilihan orang sudah sesuai dengan tugasnya ? Dapatkah 

dikembangkan rnetode pelatihan yang lebih baik ? Apa:kah karyawan diberi 

irnbalan yang sesuai ? 

Dc11ga11 adanya bagan alir akan lebih mudah ditentukan waktu pelayanan 

yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan./tahapan, sehingga pcnyeimbangan 

kapasitas dapat dilakukan dengan baik. 

Dengan dernikian Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini 

Kantor Samsat Medan Utara hams mampu dan menggali dan mengembangkan 

potensi yang ada terntama kemampuan keuangan serta peran aktif rnasyarakat. 

Setelah dilakukan proses pengarnatan dan penelitian dapat dikatakan 

bahwa ada dua kendala pokok dalam pelaksanaan titik berat otonomi daerah pada 

Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, khususnya dalam Upaya Peningkatan 

8 
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.-.,,r;,·i.ot.:li·~ 

. c-'r;. l~ 1 1• ;-..rr~ .. 

l;;;-;<·~·i. 
Penerimaan PKB dan BBN KB Melalui Sistern dan Prosedur .. P~Jayanan ,Pada 

~ /.. \. __ , ~ ·:• ... ' .- . " 

Kantor Sarnsat Sumatera Utara (Studi Kasus pada Kantor Samsat Med~n.'fJtara)·, 
·,fi, :.~-....... -· .• . 

yaitu : pertama, bahwa kebijaksanaan Pemerintah Pusat kuran'g (;1i1end'orong 

daernh untuk ·' rna ncliri ", clan ked11a, bahwa Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, 

dalam !Jal ini Kantor Samsat Medan Utara sendiri kurang mampu mengelola pajak 

PKB clan GBN KB secara optimal ditinjau dari segi ekonmnis, yaitu "efisiensi 

administrative" clan "efek ekonomis" dari pajak daerah itu sendiri . Dari segi 

efisiensi adrninistratif, belum rnampu menciptakan s,istem informasi manajernen 

potensi pajak daerah yang efektif clan efisien, karena kelemahan dalam perolehan 

clan penganahsaan data . Kernuclian dari segi efek ekonornis, juga behnn rnampu 

111elakukan " tax reform" yang dapat memberikan darnpak positif terhadap 

kegiatan ekonomi daerah itu sencliri. 

Sebagaima11a dimaklumi bahwa Dipenda Prop.SU sebagai salah satu Dinas 

Tekn is clitetapkan berdasarkan Perda No.3 Tahun 200 I jo. Kep. Gubsu 

No.060.254.K/Tahun 2002,rnernpunyai tugas pokok antara lain rnelabanakan 

sebagian urnsan ru:mah tangga claerah clalam biclang pungutan pendapatan daerah 

serta mengkoordinir seluruh usaha dibidang pungutan pendapatan daerah. Dalam 

menjalankan tupoksi tersebut Dipenda diclukung oleh 14 unit pelaksana teknis 

Dinas Prop.SU yang tersebar di Kab./Kota se Sumatera Utara. Salah satu unit 

pelaksana teknis yang rnernberikan kontribusinya paling besar dalam pemungutan 

PKB/BBN-KB adalah UPTD Medan Utara. 

Bahwa dalam UU No.22 Tahun 1999 pasal 79 tentang Pemerintahan 

Daerah telah diatur sumber pendapatan daerah yang selanjutnya dengan UU 

No.34 Ta.lnm 2000 jo. PP No.65 Tahun 2001 tdah ditegaskan bahwa PKB/BBN­

KB merupakan kewenangan pajak daerah Propinsi yang diatur lebih lanjut 

berclasarkan Perda No.9 dan No. IO Tahun l 999. 

Untuk . pelaksanaan pemungutan PKB!BBN-KB tersebut ditugaskan 

melalui Kantor bersama Samsat
9

terdi1i dari 3 (tiga) instansi yaitu : Polri, 

Dipenda, dan PT. AK Jasa Rahmja yang terkait dalam pengurusan STNK dan 
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pembayaran asuransi AK. Jasa Raharaja sebagairnana yang diatur dalam lnber 

No. INS/03 /i\;f/X/1999,No.29 Tahun 1999 No.6/IMK/014/1999 tentang 

pelaksanaan Samsat. 

Sebagai latar belakang peranan pemungutan PKB/BBN-KB menunjang 

konlTibusi penerirnaan PAD Propinsi Surnatera Utara dapat kami kemukakan 

bahwa komponen APBD Prop.SU T A.2002 yakni terdiri dari Pendapatan Daerah 

sebesar Rp.972.236.346.000, didalamnya terdapat penerimaan PAD/Bagi Hasil 

Pajak dan hukan Pajak sebesar Rp.546.626.314.000 (56,22%) sedangkan 

ko111po11c11 Pi\D sc11Jiri scbcsa r Rp.440.591 .435 .000 (80,60%). Dari penerirnaan 

PAD tcrscbut yang paling dominan mcnclukm1g adalah pungutan PKB/BBN-KB 

sebesar Rp.408.299.439.000 (92,67%). Bahwa penerimaan PKB/BBN-KB yang 

paling besar diperoleh dari UPTD Medan Utara sehesar Rp.356.616.234.000,­

(87 ,34%).Melihat c11kup besarnya peranan dan tanggung jawab UPTD Medan 

Utara menopang penerimaan PKB/BBN-KB, maka dituntut ke1ja keras clan 

tan ggun g jawab dalarn mernberhasilkan penerimaan daerah tersebut. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa UPTD Medan Utara merupakan barometer akan 

keberhasilan penerirnaan PAD Sumatera Utara. Apabila pene1irnaan PKB!BBN­

KB yang dikelola oleh UPTD Medan Utara berjalan baik dan lancar, 

mengutarnakan pelayanan prirna seita proaktif dalam tr.ernberhasilkan tugas 

pokoknya, maka peranan UPTD Medan Utara dalam rneningkatkan PAD akan 

sukses. 

10 
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BABU 

ANALISA PELAYANAN PUBLIK SEKTOR PKB/BBN-KB 

Sasaran k<;:bijakan pembangunan aparatur negara sebagaimana digariskan 

dal am GBHN 1999-2004 pada Arah · Kebijakan Bidang Politik butir 3 

Penye1enggara Negara, diantaranya dit11jukan tmtuk "Meningkatkan fungsi dan 

keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam 

mcngclola kckayaan ncgara sccarn transparan, bcrsih dan bebas penyalahgunaan 

kekuasa:rn. 

Banyak ahli yang rnendefinisikan istilah pelayanan masyarakat/umurn/ 

publik ~ilengutip penclapat Plato clalam Tjahya Supriatna (1996:68) telah 

mengcmukakan dcflnisi pelayanan umum sebagai "proses politik dan 

pc111c1intnhan yang rncnganclnng tmsur transfonnasi nilai budaya guna 

menumbuhkan kesadaran bermasyara kat, berbangsa dan berpernerintahan yang 

dil anclasi kc<Jrifan, keh<Jjikan clan kebijakan dari selidp rnanusia" . 

John Suprihanto di kutip Chabib Soleh ( 1998:27) dalam Abdi Praja 

mcngcrnukakan bahwa '' Kualil<1s pelayanan (service quality) dapat clicl efini sikan 

sebaga i suatu hubungan aHtara tingkat pcrscpsi konsumen terhadap pelayanan 

scbc lum11ya". 

Long ya ng pendapatnya dikutip oleh Chabib Soleh (1998:28) dalam Abdi 

Praja rnengemukakan, bahwa "pelayanan bukan masalah intelektual, tetapi lebih 

menjadikan seorang konsurnen merasa puas". 

Sedangkan Bronrous ( 1982) dikutip Chabib Soleh ( 1998:28) 

mengemukakan, bahwa kualitas pelayanan adalah suatu model yang 

menggambarkan kondis.i para konsumen dengan cara membandingkan pelayanan 

y<Jng mereka hanrpkan dengan apa yang mereka terima dengan mengevaluasi 

kualitas yang ada. 
11 
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Pada hakikatnya pelayanan merupakan tugas utama dari sosok aparatur 

negara sebagai abcli negara clan abdi rnasyarakat. J.B. Kristiacli (1999:27) dalam 

.Jurnal Wacana Kinerja, mengemukakan bahwa : 

"Dalam era refonnasi dewasa ini, peranan aparatur dalarn menjalankan 
tuas pelayanan sangatlah strategis guna meningkatkan kinerja organisasi 
sebagai perwujudan tugas umum pernerintahan yang menyangkut 
pelayanan masyarakat, memberikan ijin, memberikan kemudahan, 
bimbingan dari pembinaan kepada masyarakat". 

Scsuai denga11 kebijakan Instnlksi Presiden Nomor l Tahun I 995 tentang 

Perbaikan clan Peningkatan .Mutu Pelayanan Aparatur Pernerintah Kepada 

Masyarakat adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk meningkatkan kine1ja 

pelayanan yang le'oih baik. Hal demikian mengingat tuntutan kepuasan 

masyarakat atas pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan senantiasa 

berkembang dai1 dinamis. 

Tcrlcbih dcngan dikcluarkannya Surat MENKO WAS BANG PAN Nomor 

56/MK. Wasbang PAN/1998 perihal Langkah Nyata Perbaikan PeJayanan 

Masyarakat Sesuai Aspirasi Rcfonm1si, maka kebijakan pelayanan umt1m di 

Indo nesia mcnjadi suatu hal ya ng semakin penting dan rnenclesak untuk 

dila ksa nakan. 

Kcbijaksanaan pelayanan umum cla.lam implementasinya akan 

menyangkut aspek kepuasan dan sistem pelayanan yang digunakan. Dalam kaitan 

ini J.B. Kristiadi (1999:28) dalam Jurnal Wacana Kinerja memberikan indikator 

kebijakan pelaya.nan umurn yang baik, yang mencakup hal-hal sebagai berikut : 

I. Pelaya11m1 cepat, tepat dan langsung bagi pelayanan yang sifatnya 

sesaat. 
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2. Bagi pelayanan yang memerlukan proses waktu : 

a. Memiliki pedornan inforrnasi pelayanan yc\ng transparan. 

b. Menempatkan petugas yang profesional. 

c. Ada kepastian biaya. 

d. Menerapkan pola pelayanan terpadu (satu atap). 

e. Melakttkan survey kepnasan atas layanan yang diberikan. 

Perlunya injeksi kaidah manajemen pubhk dan private kontemporer dalam 

akuisi organisasi birokrasi pemerintahan bahkan telah ~hrnsakan J.P. Burns 

( 1994 : l 06) dalam bukunya yang be1:judul "Asian Civil Service System" telah 

mengcmukakan "puhlic mnenities" atau kepatuhan pelayanan publik yang 

sekaligus memaclukan " ihe A.fanageria/ and l'olitical Dimensions olfjficiency" 

sebn g:a i konsep yang integral clan rnanu11ggal yang perlu dib~ji akurasi 

penge lrapannya. 

Performasi yang prima (excellent p erformance) perlu diwujudkan dalam 

konleks menanggapi isyu "poliG'.Jl sensitive" yang per1u diikuti dengan proses 

desai n yang perlu rnernperhatikan implikasi isyu-isyu sebagai berikut: "'/'he role 

o/ ln 1reo11cn1cv, mission. ej/i~c livencess, clientele, technical opera/ion, moral, 

prngrw11111otic carwcilyj(n· 1/1c .\ervice'' (Ingraham and Rosenbloom, 1996:98). 

Pada sisi lain ; kcbijaksa.rrnan pembangunan aparatur ncgara diarahka1~ pula 

kepada peningkatan kuaJitas dan efesiensi pelaksanaan fungsi pelayanan, 

pengayoman dan perlindnngan kepacla masyarakat. 

Kepednlian tentang pengetrapru1 sistem pelayanan pemerintahan yang 

ideal ini daJam ~ . uatu daur rnanajemen pemerintahan yang rapih telah 

dikemukakan oleh .Fitzsimons and Mona Fitzsimons (1994) dalam kepedulian 

terh adap hal-hal : 
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Service, Classification; 

Service Package; 

Service Operations; 

Strntegic Service Concept; 

Service Blue Printing; 

Service Design; 

Service Facility Location; 

Environmental Psychology Operation ; 

Facility Location Techniques. 

Dari uraian di alas dapat disirnpulkan bahwa pelayanan masyarakat adalah 

suatu upaya yang di lakukan oleh aparat birokrat pemerintah selaku pelaksana 

fungsi pelayanan yang dinmjukkan untuk mewujudkan rasa puas dar:i masyarakat 

sebagai konsumen. 

Dan dalam lapangan Pemerintahan, pelaksanaan fimgsi pelayanan 

rnasym·akat ini terintegrasi dalam fungsi kepamongprajaan dengan segi 

histori snya, scsuai dengan perkembangan sejalan dengan sikap dan pandangan 

kelatapra_iaan yang: positif dan clinamis, kemuclian cliirnplernentasikan dalam 

penega kkan '' rule <!flaw" guna mcwujudka11 "law en{orcement" . 

Pelayanan publik clapat diharapkan sekaligus memberdayakan clan 

membina masyarakat yang dijalin dalarn suatu hubungan yang berslfat 

'' interlinking" dengan kelornpok-kelornpok sasaran basis dengan kiat-kiat 

psikologi, sosiokult11ral dan ethnografis (Onny S. Priyono dan AMW Pranarka, 

19%:23) dan Bernard Schaeffer clan Huang Hueh Sin (1986:24) juga tel ah 
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mengedepankan "Quening Theo1y" yang mensyaratkan adanya aksesibilitas yang . 

perlu clipajang dalam hal : 

Rank file server; 

Procedure of service delivery; 

Public satisfaction; 

Mechanism of Qw~ue. 

Gerakan "puhlic service" 1111 menurl't Miftah Thoha ( 1992:23) telah 

di awa li scjak tahun 60-an untuk rneruntuhkan benteng arnatisme dalam melayani 

preferensi publik yang melakukan ciri-ciri administrasi negara sebagai berikut : 

"(a) Pelayanan yang diberikan oleh administrnsi negara bersifat lebih 

urgen dibandingkan dengan pelayanan yc;ng dibenkan oleh 

organisasi-organisasi swasta. Urgensi pelayanan 1111 karena 

menyangkut kepentingan semua lapisan masyarakat, dan kalau 

diserahkan ata uditangani oleh organisasi-organisasi lainnya selain 

organisasi pemerintah maka akan tidak jalan. Contoh pelayanan 

yang nrgen ini antara lain : lalu hntas, transmigrasi , kesehatan, 

keamanan, pe1tahanan, dan semua pelayanan yang menyangkut 

kepentingan clan hajat orang banyak. 

(b) Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umurnnya 

bersifat monopoli atau semi rnonopoli. Dalam hal inj bentuk 

pelayanan yang diberikan tidak bisa dibagi kepada orgamsas1-

organisasi 1ainnya. Contoh pe]ayanan yang bersifat monopoli ialab 

pelayanan pos dan tilgrarn, keamanan, pertahanan dan kehakiman. 

A('.,apun yang bersifat semi monopoh antaranya pendidikan, 

kesehatan, perbubungan 
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(c) Dalam rnemberikan pelayanan kepada masyarakat umum, 

admini :~trnsi negara dan administratornya relatif berdasar'kan 

undang-undang dan peraturan. Ciri ini membe1ikan warga legalistis 

dmi adrninistrasi negara tersebut. Sehingga dengan demikian 

perubalrnn atau perluasan pelayanan kepada masyarakat, pada 

umum11ya sulit atau larnbar menyesuaikan diri pada tunt11tan­

tuntutan rnasyarakat. Lain ha?nya dengan organisasi swasta yang 

dengan mudah clan cepal clapat menyesua.ikan apabila didapatkan 

kritik atau saran dari langganan. 

l d) Administrasi negara dalarn mernberikan pe1ayanan tidak 

dikendalikan oleh harga pasar, tidak seperti yang ter:jadi dalam 

organisasi perusahaan yang tcrikat oleh harga pasar clan untung­

rugi. Oleh karena itu pcnnintaan pelayanan oleh masyarnkatkepada 

admin istrasi negara tidak didasa rkan akan perhitungan laba-rugi, 

melainkan ditentukan oleh ras pengabdian kepada rnasyarnkat 

Ulllllll1 . 

(e) Usaha-usaha dilakukan oleh adrninistrasi negara terutama dala 

mnegara clemokrasi , ialah dilakukan sangat tergantung pada 

penilaia.n mata rakyat banyak. Itulah sebabnya pelayanan yang 

diberikan oleh administrasi negara hendaknya adil tidak memihak, 

proporsional , bersih, dan mementingkan kepentingan orang 

dibarnhngkan kepentingan pribadinya. Pelayanan tersebut tidak 

bisa melepaskan dari penilaian rnkyat yang dilayani". 
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t'vfanagement (TQM), sebagai berikut S.P. Siagian (1994:77) 

"a.Dalam setiap organisasi yang memberikan pelayanan tertentu, kepuasan 
kbentelelah yang merupakan sasaran utama sekaligus sebagai ukuran 
rnut uhasil pekerjaan yang clilakukan. 

b.Penge1tian "klientele" diperluas, sehingga mencakup berbagai pihak, 
baik yang terdapa:t daJarn orga:nisasi - seperti karyawan pada satnan­
satuan ke1ja yang Jain - maupun mereka yang berada di luar 
organisasi. lstilah lain yang kini popular untuk semua klientele tersebut 
ialah para stakeholders yaitu semua pihak yang sangat berkepentingan 
dalarn keberhasilan organisasi mcnyelenggarakan semua kegiatannya, 
tennasuk dalam peningkatan mutn clan produkbvitas kerja. 

c.Sernna pihak yang terlibat harus memiliki pandangan yang sama tentang 
misi organisasi yang didasmkan pada tuntutan yang wajar dari para 
klicnt ele. 

a. Kelompok pimpinan puncak dalam organisasi harus menunjukkan dan 
rnengkornunikasikan komitrnen jangka panjang kepada semua klientele 
orga111sas1, menghargai upaya peningkatan kerja sama, serta 
mendorong proses perbaikan pada semua tingkat hirarki organisasi. 

b. Terbukanya kesempatan mengikuti berbagai program pelatihan dan 
peningkatan kernampuan dalam keterampilan rnemirnpin untuk 
mernenuhi tunlutan klientele, bahkan apabila rnungkin melebihinya. 

c. Adanya jaminan bahwa peningkatan kernampuan individual terjadi 
melalui pembentukan tim-tim peningkatan kemampuan ker:j n. 

d. l(esetiaan, kepercayaan dan pa1ti sipasi team hams diakui, didukung 
clan dihargai. 

e. Ketakutan terhadap perubahan dan berbaga.i penghalang kepada 
kebanggaan scbagai anggota organisasi hams dihilangkan atau 
dilenyapkan. 

f Semua anggota organisasi harus memperoleh pelatihan yang 
diperlukan agar mereka mempunyai alat yang ampuh sesuai dengan 
tuntutan para klientele. 

g. Para pejabat senior harus siap clan mau mewujudkan berbagi 
perubahan yang diperlukan dalam rangka pencapaian berbagai sasaran 
yang telah ditetapkan sebelnmnya dengan mutu dan prodliktivitas yang 
semakin tinggi" . 
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Kesepuluh elemen di ataslah yang kemudian diinkorporasikan oleh 

Deming dalam kon:;ep-konsep peningkatan mutu "empat belas butir" yang 

dikernbangkannya. Butir-butir tersebut adalah : 

a. Ciptakan kemantapan t14uan 

Maksudnya ialah bahwa setiap anggota organisasi hams mernahami 

benar-benar missi organisasi ternpat ia berkarya se1ia peranannya 

dalam pencapaian missi tersebut. Karena itu, peningkatan mutu 

pelayanan kepada para klientele secara terus-menerus hams menjadi 

pusat perhatian para pimpinan puncak serta berkesinamblmgan. 

b.Penerapan TQMsebagaifilsafat manajemen 

A1tinya, kepuasan klientele hams terns ditekankan sebagai sasaran 

utama sernua aparatur pemerintah . Untuk rnencapai maksud tersebut, 

aparatur pemerintah hams meningkatkan usahanya untuk : 

I. rnenyederhanakan proses dan proseclur 1-l((layanan, 

2. mengi1kur kebutuhan klientele secara tepat, 

3. menggabungkan data yang faktual dengan sistem manajemen yang 

berlaku climaksudkan untuk memantau dan meningkatkan mutu 

secara terns menerus. 

c. .Jangan bergantung pada inspeksi 1nassal 

i'v1erupakan kenyataan bahwa karena ketidaksempumaannya, manusia 

tennasuk para anggota birokrasi pcmcrintahan akan tidak pemah luput 

clari kekurangan clan kekhilafan , bahkan kesalahan . Karena itu, 

pengawa::;an anta.ra lain melalui inspeksi tetap diperlukan. Akan tetapi, 

da.ripada berga.ntung pada inspeksi massal, TQM menekankan bahwa 

apabila peningkata.n mutu
18
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diperlukan lagi. Paling s~dikit tidak secara intensif, cukup misalnya 

melalui cam uji petik. 

d. Jan;.;a11 menangkan rekanan hanya alas dasar harga 

Da1am rnenilai tawaran pada rekanan - seperti clalam pengaclaan barang 

atau penge1:jaan proyek - rekanan yang memenangkan tender 

hendaknya tidak semata-mata karena tawaran harga yang paling 

rendah. Artinya, harus terdapat pula ukuran-ukuran yang menyangkut 

nilai dan mutu barang yang ditawarkan. Ungkapan "tawaran yang 

paling menguntungkan bagi negara" hams dilihat dari berbagai sudut 

pandangan seperti loyahtas, bonafiditas, kemampuan memenuhi 

kewajiban , mutu clan harga. 

e. l'eningkatan produksi dan jasa 

Agar mendatangkan hasil yang diharapkan, TQM hams berkelanjutan 

dengan terobosan-terobosan yang berakibat pada peningkatan 

kcmampuan 111c11capai tujuan dan bcrbagai sasaran yang tclah 

clitentukan scbclumnya. Tcntunya keampuhan metoda clan teknik­

teknik TQM perlu dibukLikan Lerlebih dahulu. Akan letapi, n.eskipun 

telah tcrbukti ampuh, berbagai metode clan teknik-teknik selalu perlu 

dikaji ulang sccarn bcrkala. Mcskipun tidak ada rnmus yang pasti 

tentang bcrapa lama teknik-t cknik dan rnetoda seyog,-ianya diterapkan , 

Deming mengatakan bahwa sebagai suatu kctentuan umum, apabila 

suah.1 proses atau prosedur telah berlangsung selama hrna lahun atau 

lcbih, proses atau proscdur tcrsebut sudah sc!ayaknya ditinjau kembali, 

111ungkin dengan maksud untuk direvisi, bahkan ticlak mustahil suclah 

waktunya diganti . Peninjauan secara berkala itu penting karena 

berbagai pertimbangan seperti : 
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a. perubahan tuntutan klientele; 

b. Dinamika masyarakat sebagai keseluruhan; 

c. Temuan-temuan baru sebagai akibat perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

f Penerapan metode pelatihan yang mutakhir 

Para anggota suatu organisasi sebagai klientele internal perlu diberi 

kesempatan untuk mengikuti berbagai program pelatihan yang 

mutakhir. Dengan clemikian, rnereka akan merniliki kemampuan yang 

tinggi rnenggunakan instrumen tertentu dalam meningkatan mutu dan 

prodtiktivitas ke1janya. Teori rnanajemen sumber daya manusia 

memang mengajarkan bahwa pelatihan diperlukan apabila terdapat 

gejala penurunan". 

Selanjutnya . . beliau mengemukakan hal-hal bahwa tujuan utama 

mnnajcmcn sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi 

karyawan terhadap organisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas 

organisasi, mengingat dalam mencapai tujuan organisasi sangat tergantung kepada 

manusia yang mengelolanya. Oleh sebab itu sumber daya manusia hams dikelola 

agar dapat kbih bcrday<1 guna dan bcrhasil guna dalarn mencapai tujuan 

organisasi . Berkaitan dengan hat tersebut , 1:1aka berikut ini adalah empat tujuan 

organisasi yang lebih professional, yaitu sebagai be1iknt : 

a. Tujmm masyarakat (Societal Olyective) 

Tujuan masyarakat adalah untuk bertanggung jawab secara sosial , 

dalam hal kebutuhan dan tantangan yang timbul dati masyarakat. 

Suatu orgamsas1 yang berada di 
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imasyarakat. Oleh sebab itu suatu organisasi diharapkan mempunyai 

tat1ggnng jawab dalam rnengelola smnber daya rnanusianya agar tidak 

rnempunyai dampak negatif terhadap masyarakat. 

b. Tujuan Organisasi (Organizational Objective) 

Tujuan organisasi adalah untuk melihat bahwa mana.1emen sumber 

daya manusia itu ada (exist), maka perlu adanya kontribusi terhadap 

pendayagunaan organisasi secara keseluruhan. Manajemen sumber 

daya manusia bnkan suatt~ tujuan dan akhir suat:u proses, melainkan 

suatu perangkat atau alat untuk membantu tercapainya suatu tujuan 

organisasi secara keseluruhan . Oleh sebab itu suat uunit atau bagian 

manajemen sumber daya manusia di dalam suatu organisasi 

cliwujudkan untuk melayani bagian lain di dalarn organisasi tersebut. 

c. Tujuan Fungsi (Functional Objective) 

Tujuan fungsi adalal1 nntuk memelihara kontribusi bagian lain agar 

mereka (sumber daya manusia dalam tiap bagian) melaksanakan 

tugasnya atua pegawai dalam organisasi diharapkan dapat rnenjalankan 

fungsinya dengan baik. 

d. Tujuan Personal (Personal Objective) 

Tujuan personal adalah untuk membantu pegawai dalam mencapai 

lujuan pribadinya, guna mcncapai tujuan organisasi . Tujuan pribadi 

pegawa.i diharpkan dapat dipenuhi, dan ini sudah mernpakan, motivasi 

dan pemeliharaan terhaclap pegawai yang bersangkutan". 

Namun demikian, Miftah Thoha (1992:143) telah mengevaluasi 

pengeh·apan TQM, sebagaj berjkut : 
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"Bila di Indonesia aplikasi standar sistem kualitas pada dasarnya 
dipelopori oleh sektor swasta/dunia usaha, tidak demikian halnya dengan 
negara-negara di Eropa dimana pemerintahnya sccara aktif memacu 
penerapan standar sistem kualitas tmtt11( sektor swasta dan juga sektor 
publik. Di Amerika Serikat penerapan standar sistem kualitas lebih 
dipelopori ole hsektor swasta dan militer, meskipun pemerintahjuga cukt!p 
"melayani , bukan dilayani", "rnendorong bukan rnenghambat", 
"rnernpennudah, bukan rnempersulit", "sederbana, bukan berbeht-beht", 
"terbuLa untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang". 

Di samping pelayanan dalam bentuk langsung (public services delive1y), 

yang juga sangat penting untuk ditingkatkan adalah upaya mencegah te1jadinya 

ovcrregulation clan ove;rbtu-eaucratization yang dituangkan antan1 hrin dalarn 

bent11k berbagai kebijakan dan ketentuan penmdang-undangan dalam beragam 

bidang kegialan yang sangat luas, baik yang sifatnya ekonomi maupun yang non 

ekonorni. 

Pengalama11 selama ini rn enunjukkan bahwa pelayanan masyarakat yang 

dise1enggarnkan oleh sektor pubhk di Indonesia masih belum rnernberikan basil 

seperti yang diharapkan masyarakat, atau mencapai tingkatan sebagaimana diatm 

dalam kcbijaksa11aan pemcrintah . Sclain itu , masih cukup banyak kendala yang 

dihadapi pcrusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN dalam menerapkan 

slandar rnutu manajemen . Hal ini antara lain tercermin dari jumlah perusahaan 

(tennasuk BUMN ) yang telah rnemperoleh sertifikat ISO 9000. Sampai dengan 

awa1 tahun 1998 hanya 12 buah perusahaan nasional bers1<ala menengah ke bawah 

yang sudah memperoleh sertifikat Seri ISO 9000. Sedangkan jumlah perusahaan 

bcrskala besar yang lelah mcmpcrolch scrtifikat scri ISO 9000 dalam pcriodc 

tersebut aclalah sebanyak 466 buah (RB! Research, l 998). 

Daii banyak kepustakaan yang membahas dan mengkaji kine1ja 

adrn inistrasi publik, dapat di ketahui bahwa secara umum kesulitan-kesulitan 

utama kurang bedrnsilnya pelaksanaan perbaikan mutu pelayanan masyarakat, 
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antara lain disebabkan kurangnya sarana dan fasilitas yang tersedia (ketimpangan 

antara kebntuhan dan kemampua:n), dan behun menetapnya pengembangan clan 

penerapan sistem manajemen kualitas, se1ta kesejahteraan aparatur negara dan 

perila:lrn hirnkrasi kita yang belum rnernadai . 

Ketidakmampuan para manaJer operasional dalam menjabarkan 

kebijaksanaan pubhk seringkah rnengakibatkan gagalnya implernentasi 

kebijaksanaan lertentu dari pernerintah. Sebagai conloh ketentuan tentang 

pengaclaan barang/jasa pemerintah . Tiduk sernua ketentuannya dibuat untuk 

efisiensi pelaksanaan tapi juga pertimbangan pemerataan (equity approach) dan 

kepentingan rnensukseskan program-program klrnsus pemerintah (affirmative 

actions), seperti upaya pemberdayaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan 

koperasi. Namun :;emua itu tidak be1jalan seperti yang diharapkan clisebabkan 

masalah kelembagaan yang lidak mampu mengimplementasikan kebijaksanaan­

kebtjaksanaan pemerintah s~cara efcktif. 

Ak.tif mendorong dunia usaha untuk menerapkan standar mutu 

manajernen. Di Malaysa, pemerintah aktif rnendorong ·penerapan Total Quality 

lvf anagement antara lain dengan menerbitkan "Guidelines for Total Quality 

Mahagemenl in The Public Services". Pentingnya standmisasi sebagaimana 

ditegaskan dalam konsep TQM jug~ sangat diperhatikan oleh pemerintah di 

lnggris, m1tara lain dengan penetapan kewajiban penyusunan standar bagi 

pelayanan umum yang harus dilakukan oleh tiap-tiap instansi pemerintah dalam 

rangka penentuan tingkat kua1itas pe\ayan yang diberikan kepada masyarakat. 

Penetapan standard merupakan pe1insip pe1tama dalam 6 p1insip yang dituangkan 

dalam Citizen's Charter yang disusun pernerintab Inggiis pada tahun 1991, 
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dengan tujun utama " to continually improve the quality <?/"public service.for the 

people ... " (Citizen Charter, 1997, p.6) 

F enornena tersebut menegaskan perlnnya realisasi penyelenggarnan 

pelayanan yang berkualitas, cepat, tepat clan efisien oleh sektor publik, antara lain 

dengan menerapkan standar kualitas dalam manaJemen publik, dan 

mengupayakan tmit-unit organisasi publik di bidang pelayanar1 masyarakat untuk 

dapat bertanggung jawab langsung (directly accozmtable) kepada masyarakat 

konsumen. Dalam konteks ini, pelayanan dianggap sebagai "sernangat pengabdian 

yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang 

dimanifestasikan antara lain dalarn perilaku "melayani, bukan dilayani", 

"mendorong bukan menghambat", "memperrnudah, bukan mempersulit", 

"sederhana, bnkan berbelit.:beht", "terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk 

segelintir orang". 

Sehubungan dengan keberadaan ge~ala-gejala di atas, bersama m1 

dikei1rnkakan strntegi clan prinsip kebijakan pelayanan unrnm, sebagai berikut: 

a. Adapun pilihan-pilihan Strategi Kebijaksanaan yang dapat ditempuh 

pemerint::ih dalam rnelakukan pembaharuan pada sistern penyelenggaraan 
' 

pelayanan umurn adalah rnenca.kup : 

1) Penghapusan penyelenggaraan Jems layanan sosial tertentu oleh 

Pemerintah. 

2) Swastanisasi BUMN dan jenis-jenis penyelenggaraan pelayanan umum 

tertentu. 

3) Pernberdayaan prakarsa swadaya masyarakat rnelalui kebijaksanaan 

pola kemitraan antara pemerintah dengan swasta (public private 

partnership). 
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4) Penyelenggaraan pelayanan um um dengan pola kontrak ke1ja/karya 

dengan pihak ketiga (Contracting Out). 

5) Penerapan kebijaksanaan efisiensi dari kualitas pelayanan umum 

rnelalui pola uji pasar (Market Testing/ In House Bidding) yaitu pola 

penyelenggaraan pelayanan mnum oleb kelompok kerja intern (In House 

'f'eam) bcrdasm'kan kontrak ke1:ja yang clirnenangkan dalarn tender 

kompctiti fat as kontraktor swasta. 

6) Peningkatan kemampuan penyelenggaraan pelayanan urnum melalui 

pelaksanaan program efisiensi internal (Internal ~1.flciency Plan) 

misalnya clengan rnenyelenggaraan program-program : Benchmarking, 

Business Prncess Reengineering (BPR), Restructuring, Citizen 

Charter/Performance Standard, clan sebagainya. 

b. Pakct-paket strategi kebijaksanaan pe~nbaharuan pelayanan urnum melalui 

penclnyagunaan smnber daya nrnsyarakat dan pemerin1ah tersebut di atas, 

ditempuh r e1nerintah berdasa rka n prinsip penciptaan nilai dan manfaat 

lcrbaik untuk uang ya ng clikeluarkan masyarakat (Best Value For Money). 

Sedangkan dalam pelaksm1aannya selalu didahului oleh p.ro~es penalaran 

stratcgis bagi pencrapan kebijaksanaan yang disebut dengan istil<1h J>rior 

Options l?eview (POR). 

c. Prinsip-prinsip pendayagunaan aclministrasi pelayanan urnurn. Prinsip-prinsip 

yang perlu dipe1timbangkan dan diterapkan da1am kebijaksanaan program 

pendayagunaan sumber daya masyarakat dan pemerintah dalam 

penyelenggaraan pelayanan um um (The guiding principles.for improving the 

pe1fo rmance (?f'public service provision) adalah sebagai berikut : 
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Mengembangkan modernisasi, kualitas, efisiensi dan kepekaan. 

Pendekatan yang prakmatis, dan bnkan dogmatis. 

Berorientasi kepada kepnasan pelangg:m (masyarakat). 

Bekerja atas dasar kemitraan dengan sektor swasta. 

Mengembangkan jaringan kerja dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

Market testing dan contracting out digunakan jika kualitas output 

dapat ditingkatkan dengan harga yang lebih murah (value for money). 

Sumber daya, keterampilan , dan komitmen staf adalah asset yang 

terbaik di dalam memodernisasi pelayanan umum. 

Pimpinan departemen/LPND tetap bertanggung jawab terhadap proses 

contracting out kepada pihak swasta. 

Perlunya antisipasi yang tepat terhadap peruahan yang te:r:jadi . 

Perlindungan terhadap pegawai tetap diutamakan dengan kompensasi 

, yang layak. 

Komunikasi informasi dan komunikasi terbuka antara pelanggan 

(masyarakat) dan stakeholder. 

Hubungan dengan sektor swasta adalah dua arah, dengan menerapkan 

prinsip kelerbukaan dan kejujuran . 

Pejabat senior rriemberikan kepemimpinan yang merangsang motivasi 

dan penyempumaan yang berkelanjutan. 

Meningkatkan kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien. 

Justifikasi didasarkan atas dasar pertimbangan yang obyektif dan 

komprehensif 
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d. Kerangka penalaran pilihan kebijaksanaan strategis. Kegiatan awal yang 

perlu dilakukan untuk memilih dan menentukan kebijaksanaan strategis 

pendayagunaan sumber-sumber masyarakat dan pemerintah dalam rangka 

peningkatan kinerja pelayanan umum di Indonesia adalah melakukan analisa 

alur penalaran strategi (Pior Options). K~giatan ini secara garis besar 

bertujuan untuk menentukan apakah pelayanan-pelayanan tertentu yang 

selama ini diQanai dan diselenggarakan oleh pemerintah masih diperlukan 

dan karena itu perlu dipertahankan atau dapat dialihkan kepada pihak swasta 

(masyarakat). Analisa alur penalaran strategis itu secara garis besar sebagai 

berikut: 
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Apakah Pemerintah ya1~g ..... 1 · Ti"dak ·1 · . ..... l ______ _, harus mendanai pelaya11an 1----------1.,~. ... -------~.,-- Privatisasi 
(jasa) tersebut ? 

Apakah pelayanan 
tertentu masih 

dibutuhkan 
Tidak Hapuskan 

Adakah potensi swast;-1 I 
mendanai pelayanan - ji-----------t)H Tidak 

~~~'~' _J 
I 

Kembangkan 
i---------i)..i Kemitraan/Swadaya 

Apakah Pemerintah masih 1---..------- Tidak 
berminat menyelenggarakan :=====::::: 

pelayan:in jasa tersebut ? 

~plah selenggaraka~ 
~-;e_b_ag_a_i m_,i,_a_na_b_ia-sa _ _J 

Laksanakan program 
efisi ensi hanchmarking etc. 

Mungkin 

Sepakati 
standar kinerja 

pelayanan 

Kontrakkan 
(Contracting 

Market 
Testingkan 

Penuhi Kesepakatan 
Standar Kinerja 

Pelayanan Melalui 
Kompetisi 

Bagan Kerangka Alur Penalaran Kebijaksanaan Strategis Pendayagunaan Sumber­
sumber Masyarakat dan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Umum 

(Prior Options 

Sumber : Civil Service College, London - UK 

Menurut Sedaryanti ( 1999: l 93) implementasi TQM dimaksud tel ah diulas 

lebih dalam, sebagai berikut : 

Pelayanan umum menurnt Keputusan MENPAN Nomor 81 TahlU1 1993 

aclalah : 
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"Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi 
Peme··intah Pusat di Daerah, dan di hngkungan Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya 
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peraturan penmdang-undangan". 

Sedangkan yang dimaksud dengau hakekat pelayauau umum adalah : 

a. Meningkatka~ mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fimgsi lnstansi 

Pemerintah di bidang pelayanan umum. 

a. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan, sehingga 

pelayanan unmm dapat diselenggaraan secara lebih berdaya guna dan berhasil 

gun a. 

b. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 

Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu 

yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau. 

Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 mengutarakan pula bahwa pelayanan 

umum hams mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

I . Prosedur pelayanan harus mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan, 

_sehingga terhindar dari prosedur birokratik yang sangat berlebihan, berbelit­

belit (time consuming). 

2. Pelayanan diberikan secara jelas dan pasti, sehingga ada suatu kejelasan dan 

kepastian bagi pelanggannya dalam menerima pelayanan tersebut. 

3. Pemberian pelayanan senantiasa diusahakan agar pelayanan dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

4. Memberikan pelayanan senantiasa memperhatikan kecepatan dan ketepatan 

waktu yang sudah ditentukan. 
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5. Pelanggan setiap saat dapat dengan mudah memperoleh berbagai infomiasi 

yang berkaitan dengan pelayanan secara terbuka. 

6. Dalam berbagai kegiatan pelayanan baik teknis maupun administrasi, 

pelanggan perlu diperlakukan dengan motto : "Customer is king and customer 

is always right". 

Di lain pihak, penge1tian tentang pelayanan masyarakat sebagai suatu 

usaha yang dila.k.ukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu 

untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka 

mencapai sua.tu tujuan tertentu. 

Selain itu pelayanan ditafsirkan sebagai berikut: Suatu bentuk kepentingan 

yang menyangkut orang banya.k atau masyarakat, tidak bertentanga.n denga.n 

norma dan aturan, yang kepentingan tersebut bersmnber pada kebutuhan 

(hajat/hidup) orang banyak/masyarakat itu. 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga unsur dan 

satu syarat yang membentuk kepentingan mnum yaitu : 

a. Adanya kepentingan 

b. Kebutuhan bersama 

c. Masyarakat, dengan syarat tidak bertentangan dengan nonna atau aturan. 

Berkaitan dengan hak yang melekat pada publik, maka be1ikut ini Black 

Henry dalam Ibrahim mengutarakan bahwa : 

"a.Public Service adalah pengertian ditujnkan kepada suatu pelayanan 

terhadap kebutuhan yang bersifat umum dari masyarakat dan karena 

itu dapat dituntut agar dilaksanakan : Enterprises qf' certain kind<> qf 

co1porafion, which specially serve the needs qf' the general public or 

conduce to comfort and convenience (?fan entire community .... A 

public service or quasi public corporasion is one private in its 
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provide for a necessity or convenience of the general public ... owe a 

duty to the public which they may be compelled to peiform. 

Badan usaha, yang secara khusus melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat 

atau memberi jasa nyaman kepada masyarakat secara keseluruhan ..... pelayanan 

publik atau badan usaha publik quasi merupakan badan swasta dari segi 

kepemilikannya, namun memiliki monopoli khusus dari pemerintah untuk 

menyediakan kebutuhan masyarakat .... memihki tanggungjawab terhadap publik 

yang barns dilakukan oleh badan ini. 

a. Pengaturan setiap bentuk pelayanan um urn harus disesuaikan denga 

nk~ndisi · kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar 

berdasarkan ketentuan peraturan pemndang-uudangan yang berlaku . ' 

dengan tetap berpengang pada efisiensi dan efektivitas. 

b.Mutu proses dan basil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat 

membe1i keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

c.Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleb instansi pemerintah 

terpaksa hams mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan 

berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut 

menyelenggarakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku". 

Berikut ini, Albrecht dalam Lovelock mendefinisikan pelayanan sebagai : 

" ... a total organizanonal approach that makes quality of service as 

perceived by the customer, the number one driving force for the operation 

of the business" . (Suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas 

pelayanan yang diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan penggerak 

utama dalam pengoperasian bisnis ). 
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yang rnenjadi cm pelayanan atau jasa sekaligus membedakannya dari barang, 

yajtu : 

"a.Pelayanan merupakan output tak berbentuk (intangible output). 

b. Pelayanan merupakan output variabel, tidak standar. 

c. Pelayanan tidak dapat disimpan dalam inventori, tetapi Japat 

d.ikonsumsi dalam produksi. 

d . Terdapat hubungan langsung yang erat dengan pelanggan melalui 

proses pelayanan. 

e. Pelanggan berpartisipasi dalam proses memberikan pelayanan. 

f. Keterarnpilan personil "diserahkan" atau diberikan secara langsm1g 

kepada pelanggan. 

g. Pelayanan tidak dapat diproduksi secara massal. 

h. Membutuhkan pe1timbangan pribadi yang tinggi dari individu yang 

memberikan pelayanan. 

1. Perusahaan jasa pada wmunnya bersifat padat karya. 

J. Fasilitas pelayanan berada dekat lokasi pelanggan . 

k. Pengi1kuran efektivitas pelayanan bersifat subyektif 

1. Pengendalian kualitas terutama dibatasi pada pengendalian proses. 

m. Option penetapan harga lei)ih rumit. 

Memperhatikan mti tentang pelayanan umum, tidak terlepas dari rnasalah 

kepentingan umum, yang menjadi asal usul timbulnya istilah pelayanan umum. 

Pelayauan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam 

segala bidang kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas 

clan fungsi administrasi negara. 
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Berbagai karakteristik pelayanan yang harus dimiliki oleh perusahaan 

pemberi layanan, diutarakan oleh Nisjar yaitu sebagai berikut : 

"a.Public utilities adalah berupa pelayanan atas komoditi dan jasa dengan 

mempergunakan sarana milik umum, yang dapat dilakukan oleh 

oranglbadan keperdataan namun harus dengan pelayanan dengan tanpa 

diskriminasi: 

To constitute a true public utility, the devotion to public use must be of 

sue character that the public generally, or that part of it which has 

been served and which has accepted the service shall be conducted, so 

long as it is continued, with reasonable efficiency under reasonable 

charges. 

Untuk menciptakan jasa pelayanan masyarakat yang sebenamya, usaha yang 

sungguh-sungguh dalam melakuka:n hal ini harus dijadikan karakter se\iingga 

pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan atau sebagian masyarakat yang 

telah diberi jasa pelayanan atau yang telah menerima pelayanan dapat 

dilaksanakan, selama kegiatan ini dapat dipertahankan dengan. efisiensi yang 

masuk akal dan biaya yang te1jangkau. 

b. Public interest law (pro bona pub/ico) adaJah dalam bentuk karya 

pekei:jaan/pelayanan yang dilakukan · karena belas kasihan demi 

kemanfaatan umum dan kebaikan umum : Legal e.ff'orts expended by 

an attorney for sotne deprived group or for the public interesl and 

welfare, usually this is done without pay orfor nominal pay. 
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Upaya-upaya hukum yang diambil oleh seorang pengacara untuk membela 

masyarakat yang terampas haknya atau untuk mempertahankan kesejahteraan 

rakyat, biasanya seorang pengacara melakukan hal ini tanpa dibayar. 

Berdasarkan kc~jian tersebut, dapat diperoleh ajaran kepentingan umum 

meliputi hak dan pertanggungjawaban yang dimiliki, karena itu harus diberikan 

kepada orang banyak. Adapnn pe1wujudan kepentingan umum dapat bernpa : 

a. Pelayanan kepada kebutnha.n masya.rakat yang bersifat umum. 

b. Pelayanan berupa barang dan jasa yang mempergunakan sarana rnilik um um. 

c. Peke1:jaan yang dilakukan berdasarkan belas kasihan demi kemanfaatan dan 

kcbaikan umum. 

Sebaga.imana. ditetapkan dalam Kepun1sa.n Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 81 Tahun l 993 tentang Pedoman Tata Laksana 

Pelayanan Umum, bahwa pemberian pelayanan umum kepada masyarakat 

rnerupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi 

masyarakat, sehingga penyelenggaraannya perln ditingkatkan secara terns 

menerus sesuai dengan sasaran pembangunan. Dalam keputusan Menpan Nomor 

81 tahun 1993 ditetapkan 8 sendi pelayanan yang harus dapat dilaksanakan oleh 

instansi atau satuan ke1:ia dalam suatu depmtemen yang berfungsi sebagai tmit 

pelaya11a11 umum. Kedelapan sendi lermaksud adalah : 

a. Keseclerhanaan 

b.Kejelasan dan kepastian 

c.Keamanan 

d. Keterbukaan 

e. Efisiensi 
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f. Ekonomi:; 

g.Keadilan yang merata 

h.Ketepatan waktu. 

Selanjulllya beliau juga mengemukakan aspek-aspek kuahtas pelayanan 

publik dengan menginventarisasi pendapat para a.hh, sebagai berikut : kualitas, 

mengandung banyak arti dan rnakna, yang diutamakan oleh beberapa pakar. 

Berikut ini beberapa penge1tian yang diutarakan oleh Tjiptono, antara Jain sebagai 

berikut: 

"a.Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan 

b. Kecocokan untuk pernakaian 

c. Perbaikan/penyempumaan berkelanjutan 

d.Bebas dari kerusakan/cacat 

e.Pemenuhan kebutuhan pelanggan sernenjak awal dan setiap saat 

f.Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal 

g.Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan". 

Disamping itu kualitas pelayanan pada masyarakat mengacu kepada 

penge1tian pokok berikut ini : 

a. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 

1angsung maupun keistimewaan atrnktif yang mernenuhi keinginan pelanggan 

dan dengan de1nikian membeirkan kepuasrn atas pengglmaan produk itu. 

b. Kua1itas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau keruskan. 
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Berdasarkan pengertian tentang kualitas dimaksud tampak bahwa kualitas 

selalu berfokns pada pelanggan (customer focused quality). Dengan demikian 

produk didisain, diproduksi, serta pelayanan dibe1ikan untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Karena kualitas mengacu kepada segala sesuatu yang menentukan 

kepuasan pelanggan, maka suatu produk yang dihasilkan barn dapat dikatakan 

berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, dapat clirnanfaatkan 

dengan baik, serta diproduksi (dihasilk;m) dengan cara yang baik clan benar. 

Selanjutnya, bcrkaitan dcngan k11alitas pclayanan, menyatakan pcrlunya 

diperhatikan lima prinsip untuk menyiapkan kualitas pelayanan, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Tangibles. The appearance of physical, equipment, and communication 

materials. 

b Reliablity. The ability to perfo1m the promised service dependably and 

accurately. 

c. Responsiveness . The willingness to help customers and provide prompt 

serv1ce. 

d. Assurance The knowledge an courtesy of employees and their ability to 

convey trust and confidence. 

e. Empaty. The provision of caring, individualized attention to customers. 

a. Terjarnab, seperti : penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal clan 

komunikasi material. 

b. Handal, yaitu kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan 

tepat clan memiliki ketergantungan. 
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c. Pertanggungjawaban, yakni rasa tanggung jawab terhadap mutu 

pelayanan. 

d. Jaminan, yaitu pengetahuan, perilaku, dan kemampuan pegawai. 

e. Empati, perhatian perseorangan pada pe]anggan). 

Dalam rangka menyiapkan suatu pelayanan berkualitas yang sesua1 

dengan yang diharapkan perlu berdasarkan pada sistem kualitas yang memiliki 

ciri atau karakteri~1tik tertentu. Suatu masyarakat pelanggan, akan selalu bertitik 

tolak kepada pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan. 

Kaitannya dengan kualitas pelayanan, Fitzsimmons mengutarakan bahwa 

kualitas pelayanan merupakan sesuatu yang kompleks, sehingga untuk 

menentukan sejauhmana kualitas dari pelayanan tersebut, dapat dilihat dari lima 

dimensi , yaitu : 

a. Reliability, kernampuan untuk membeirkan secara tepat dan benar, Jems 

pelayanan yang telah dijanjikan kepacla konsumen/pelanggan. 

b. Responsiveness, kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen dan 

rnernberikan pelayanan yang cepat. 

c. Assurance, pcngetahuan atau wawasan, kesopansantunan, kepercayaan diri 

dari pemberi layanan. 

cl. Empathy, kemauan pemberi layanan untuk melakukan pendekatan, memberi 

perlindungan, serta bemsaha untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan 

konsumen. 

e. Tangibless, penarnpilan para pegawai dan fasilitas fisik lainnya, seperti 

peralatan atau perlengkapan yang menunjang pelayanan. 
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Disamping itu, menyatakan bahwa tolok ukur kualitas pelayanan dapat 

diukur oleh septLluh dimensi, yaitn : 

a. Tangibles, terdiri dair fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi. 

b. Reliability, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan 

pelayanan yang dijanjikan dengan tepat. 

c. Responsivene~;s , kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab 

terhadap mut upelayanan yang diberikan. 

cl . Competence, tuntutan dirnilikinya pengetahuan dan keterampilan yang baik 

oleh aparatur dalam memberi pelayanan. 

e. Courtesy, sikap atau perilaku rama]1, bersahabat, tanggap terhadap kein1:,rinan 

konsumen, serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi. 

f. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 

masyarakat. 

g. Secu1ity, jasa pelayanan yang diberikan hams dijamin bebas dari berbagai 

bahaya dan resiko. 

h. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan. 

1. Communications, kemauan pernbe1i layanan untuk mendengarkan suara, 

keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu 

menyampaikan informasi baru kepada rnasyarakat. 

J. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan. 

Selanjutnya, berdasarkan prms1p untuk menyiapkan suatu kualitas 

pelayanan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, pcrlu adanya dasar untuk 

sistem yang memiliki ciri atau karakteristik. 
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Beberapa dasar sistem kuali~as modem dalam Total Quality Services 

(TQS) yang dapat dicirikan oleh lirna karakteristik, sebagai berikut : 

a. Sistem kualitas modem berorientasi pada pelanggan. 

b. Sistem kualita:; modern dicirikan oleh adanya partisipasi aktif yang dipimpin 

oleh manajemen puncak dalam proses peningkatan kualitas secara terns 

rnenerus. 

c. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya pemal1aman dari setiap orang 

te1'hadap tanggungjawab spesifik untuk kualitas. 

d. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya aktivitas yang berorientasi pada 

tindakan pencegah:m kerusakan, bukan berfokus pada upaya untuk mendeteksi 

kernsakan saja. 

e. Sistem kualitas modem dici1ikan oleh adanya suatu filosofi yang menganggap 

bahwa kualitas layanan merupakan karakteristik dan property moral dan 

tanggungjawab peran publik yang dilakukan olehjajaran birokrasi. 

Oleh sebab itu dalam rangka melaksanakan GBHN (TAP MPR No. 

IV/1999) yang antara lain mengamanatkan, antara lain bal1wa: 

Melakukan berbagai upaya terpadu lmhik mernpercepat proses pengentasan 

masyarakat dmi kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakau 

dampak krisis ckonomi. 

Pengembangan etik dan moral untuk meningkatkan operator negara dengan 

keprofesionalan birokrasi dalam pelayanan ma3yarakat dan akontabilitasnya 

dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan 

dimungkinkannya pendirian dinas-dinas nmum pemerintahan yang 

mempunyai sumber dan kerangka yang cukup un~1k membina dan melayani 

masyarakat. 
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Selain daripada hal-hal tennaksud juga amanat PP No. 25 Tahun 2000 

tentang Kewenangan Pernerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah 

Otonom yang menyisakan kewenangan yang luas kepada kota/kabupaten, kiranya 

perlu dicangkok prinsip-prinsip dari model pelayanan pubhk yang semakin 

memadai . 

David Farham dan Sylvia Horton (1993 :238) dalam karyanya yang 

berjudu1 "The New Public Service Managerialism An Assest:ment" 

mengemukakan pentingnya penanganan hal-hal scbagai berikut : 

Penyesuaian organisasi kedinasan yang melaksanakan "service delivery". 

Meningkatkan "managerial revwnsihility). 

Pengernbangan "entrepreneurial value" dalam pelayanan publik . 

Mengarahkan "public service orientation" dengan perhatian yang se1ious pada 

publiknya sebagai "chent" dengan pengembangan "se-rvice techniques" yang 

memadai . 

Bersarna ini disajikan model yang menyelaraskan antara disain strategi dan 

sh-uktur organisasi pelayanan (servicing agency), sebagai berikut : (George S. 

Day, 1999:201) 
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ALIGNING STRATEGY AND STRUCTURE 

Transformed 
Orgamzat10n 

Design 

Grafted 

Tn::1rJition;::il 

Strategy 
T rarJ itiona I Aua mented Interactive 

Increasing 
r""ll. ~ .-· - - -+ - - - -- - • 

Dalam pandangan ini perlu diadakan penyelarasan antara strategi/program 

dan struktur organisasi termasuk adaptasi kolaborasi penibelajaran (collaborative 

learning) dan "customer linking". 

Dari segenap penyajian tersebut di atas dapat disajikan alur hubtmgan dan 

implikasi tugas birokrasi dalam pelayanan publik, sebagai berikut : 
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GA MB AR 

MODEL PERTAUTAN KONSEP DAN DlMENSJONALJSASJ 

Kualitas Birokrasi Pemerintahan, Pelayanan Program 

- Kualitas kemampuan 
"implementing agencies" (lembaga - Service delivery 
kedinasan). - Fasilitasi 

- Kualitas adopsi proses kerja - Bina Target Group ... 
internal dan ekstemal melayani ~ (TG/clientele) 
lingkungan. - Alokasi otoritas dan 

- Kualitas penyHlarasan tuntutan/ penugasanlapangan 
substansi/isi program publik. 

- Kualitas akontabilitas 
... "',.., ..... "'"""'"';1; .......... ,.,,.. ..... 

Dalam pada itu usaha untuk meningkatkan pelayanan di Kantor Samsat 

Medan Utara telah dilakukan berbagai upaya antara lain : 

l. Mengadakan pembenahan dan pengawasan jalur berkas s/d ke kasir serta 

check dan recheck data pene1imaan (Bea_dat) dengan rekap cash register 

dan buku kas umum. 

2. Membuat online cash register dengan embossing STNK sebagai 

pengawasan berlapis atas pembayaran pajak. 

3. Mempersiapkan penetapan dengan nota sementara dan pelaksanaan 

pembayaran terlebih dahulu dila1~ju~jan dengan pencetakan SKPD. 

4. Melakukan mutasi staf untuk penyegaran ctan mengusulkan ke Dinas 

petugas yang bern1asalah untltk diganti dengan staf yang qualifed. 

5. Mengusulkan ke Dinas untuk pengantian/perbaikan prasarana/sarana yang 

dibutuhkan clalam menunjang kelnacaran kerja. 
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6. Mengadakan pembinaan/pengarahan kepada staf serta melakukan koordinasi 

dengan instansi yang terka.it dengan Kantor bersama Samsat. 

7. Melaksanakan peuagihan langsung (door to door ) dan razia di lapangan 

bersama Satlantas serta interaksi di RRJ maupun himbauan melalui surat 

kabar. 

8. Menyelesaikan dan rnengatasi wajib pajak yang rnendaftar dengan SK.PD 
' 

bennasalah untuk melaporkanny,a pada tirn. 

9. Menolak pendaftaran kenderaaan bermotor yang berasal dari domosili di 

luar Kata Medan (Medan Utara). 

10. Mengusulkan ke Dinas tentang penempatan tera register dan penggantian 

warna SKPD setiap tahun . 
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BABlH 

PENUTUP 

Pemberian otonomi kepada daerah adalah dalam lingkup negara kesaluan . 

Guna pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, Pemerintah 

Dacrah mcmcrlukan sumber-surnbcr keuangan. Disarnping Pcndapatan Asli 

Daerah (PAD), dimungkinkan juga clari pajak-pajak negara , pene1imaan bukan 

pajak, pinjaman, dan subsidi/banruan. Dalam rangka perimbangan keuangan 

Pusat dan keuangan daerah disarnping rnernpertimbangkan kondisi obyektif 

berbagai wilayah Indonesia dengan potensi-potensi yang berbeda-beda, juga 
, 

diperlukan kecennatan dalam menilai surnber-sun1ber pendapatan claerah dalam 

hubungannya dengan subsisdi/bantuan Pemerintah Pt1sat, sehingga lebih baik 

dmipada kondisi sekarang ini. Meskipun peningkatan PAD hams tetap 

diupayakan, namun sulit dibayangkan apabila dimaksudkan rnenjadi smnber 

utarna pernbiayaan sernua daerah di Indonesia. 

Dengan d 1~mikian Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, yang dalarn hal ini 

Kantor Samsat f\1edan Utara harus rnarnpu dan menggali clan mengembangkan 

potensi yang ada terutama kemarnpuan keuangan serta peran aktif masyarakat. 

Set el ah d ilakukan proses pengamatan dan penel itian clapat dikatakan 

bahwa ada dua kcndala pokok dalam pelaksanaan titik berat otonomi daerah pada 

Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, khusnsnya dalarn Upaya Peningkatan 

Penerirnaan PKB clan BBN KB Melalui Sistem dan Prosedur Pelayanan Pada 

Kantor Samsat Sumatera Utara (Studi Kasus pada Kantor Samsat Medan Utara), 

yaitu : pertama, bahwa kebijaksanaan Peme1intah Pusat kurang mendorong 

daerah untuk "mandiri", dan kedua, bahwa Pemerintah Propinsi Sumatera 
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Utara, dalam hal ini Kantor Samsat Medan Utara sendiri kurang mampu 

mengelola pajak PKB dan BBN KB secara optimal ditinjau dari segi ekonomis, 

yaitu "efisiensi administrative" dan "efok ekonomis" dari pajak daerah itu sendiri. 

Dari segi efisiem:i administratif, belnm mampu menciptakan sistem infonnasi 

manajemen potensi pajak daerah yang efektif dan efisien, karena kelemahan 

dalam perolehan dan penganahsaan data. Kemudian dari segi efek ekonomis, juga 

belum mampu melakukan "tax reform" yang dapat memberikan dampak positif 

terhadap kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat kita lilrnt 

pada kerangka pemikiran berikut : 

~.-g 
Service 

Requirem~mts 

I 

Service 
Performance 

Standards 

SERVICE DESIGN 

Product 
Design 

Facilities 
Design 

Stable 
ReproduciblB 

Service 
Performance 

Service 
Operations 

Process 
Design 

Customer 
Service 
Process 
Design 
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QUALl1Y 

Customer 
Expectations 

I 

Customer 
Experience 

with Service 
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SERVICE DESIGN 

Service 
Encounter 

Environment 

Provider 
Behavior 

Customer 
Provider 

lnt'lfaction 

Individualistic 
Heterogenous 

Service 
Provision 
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Pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat sejalan dengan 

perkernbangan, tuntutan dan daya kritis masyarakat adalah suatu pelayanan yang 

dilakukan oleh birokrasi pemerintahan secara prima, suatu pelayanan yang 

rnencakup dimensi-dirnensi pilihan dan indikator-indikator sukses baI:,>i pelayanan 

cepat dan tepat. . Pelayanan langsung bagi pelayanan yang sifatnya sesaat, 

merniliki pedornan infonnasi pelayanan yang bersistem transparan, ada kepastian 

biaya, dilakukan secara terpadu dan senantiasa melakukan survey kepuasan atas 

leyanan yang diberikan yang dipadukan dalam "public service .wstem de\·ig11" dan 

pengetrapan kons~p 'f'olaf Quality Control (TQC). Oleh karena itulah kebijakan 

desentrnlisasi sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nornor 22 Tahun 

1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 harus benar-benar dibarengi dengan 

berlangsungnya transfonnasi kebijakan, pelaksanaan dan budaya pelayanan 

menuju pelayanan yang tepat, cepat, murah dan dapat dipe1tanggungjawabkan, 

rnaka harapan yang menyertainya adalah rneningkatnya kualitas pelayanan kepada 

masyarakat untuk menampilkan peran pemerintah . 

Dan untuk rnewujudkan pelayanan yang demikian itulah maka mutlak 

diperlukan adanya birokrasi pemerintahan daerah sebagai pelaku atau pelaksana 

fu1)gsi pelayanan masyarakat, dengan kuali:fikasi yang memadai disamping dari 

segi jumlah yang juga han1s memadai (kualitas dan kuantitas barang dan jasa 

publik) yang ditLmjang oleh profesionalisrne clan eksperlasi yang rnemadai 

menyangkut berbagai aspek yang , berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan 

Pelayanan pembayaran PKB dan BBN-KB Pada Kantor Samsat Medan Utara. 

Adapun hipotesa tunggal yang kami ajukan adalah hipotesa altematit: sebagai 

berikut : Semakin baik kualitas birnkrasi pemerintahan, kiranya semakin sukses 

pelayanan masyarakat dalam hal irnplementasi program pelayanan. 
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